
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.12, 2020 KEMENAKER. Pengawasan Ketenagakerjaan. Tata 

Cara. Perubahan. 
 

 
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  

NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN 

KETENAGAKERJAAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a. bahwa untuk mengakomodir perkembangan kondisi dan 

kebutuhan pengawasan ketenagakerjaan perlu dilakukan 

perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan 

Ketenagakerjaan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang 

Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan 

Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik 
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Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang 

Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2918); 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4279); 

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang 

Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour 

Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO No. 

81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam 

Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4309); 

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang 

Pengawasan Ketenagakerjaan; 

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19); 
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10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan 

Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan 

Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta 

Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di 

Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); 

11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

870); 

12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

1753); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 

KETENAGAKERJAAN NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG 

TATA CARA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1753), diubah sebagai berikut: 
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1. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) pasal 

yakni Pasal 9A dan Pasal 9B sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 9A 

(1) Tahapan preventif edukatif sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi tindakan 

Pembinaan terhadap Norma Ketenagakerjaan untuk 

mencegah terjadinya pelanggaran Norma 

Ketenagakerjaan. 

(2) Tahapan represif non yustisial sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi 

upaya paksa di luar lembaga pengadilan terhadap 

Norma Ketenagakerjaan yang tidak dipenuhi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

di bidang Ketenagakerjaan. 

(3) Tahapan represif yustisial sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi upaya paksa 

melalui lembaga pengadilan terhadap Norma 

Ketenagakerjaan yang tidak dipenuhi setelah 

dilakukan tindakan represif non yustisial. 

 

Pasal 9B 

(1) Pada pelanggaran Norma Ketenagakerjaan tertentu, 

tindakan represif yustisial dapat dilakukan secara 

langsung tanpa melalui tahapan pelaksanaan 

Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9. 

(2) Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan tertentu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban 

meninggal dunia, cacat sebagian, atau cacat 

total tetap; 

b. pelanggaran Norma Ketenagakerjaan yang 

menyebabkan korban meninggal dunia; 
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c. pelanggaran norma pekerja anak yaitu 

mempekerjakan anak tidak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. pelanggaran norma penggunaan Tenaga Kerja 

Asing berupa tidak ada izin; 

e. pelanggaran Norma Ketenagakerjaan lainnya 

selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

sampai dengan huruf d secara berulang; atau 

f. melakukan perbuatan pelanggaran di bidang 

Ketenagakerjaan yang menjadi perhatian 

masyarakat luas. 

(3) Selama tindakan represif yustisial sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Pengawas Ketenagakerjaan 

harus memerintahkan Pengusaha/Pengurus untuk: 

a. memastikan dipenuhinya hak pekerja; 

b. menghentikan pekerja anak dan/atau 

memindahkan pekerja anak pada pekerjaan 

yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan/atau 

c. mengeluarkan Tenaga Kerja Asing dari lokasi 

kerja dan membayar dana kompensasi serta 

kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan Pengawas 

Ketenagakerjaan memberikan rekomendasi 

untuk dilakukan tindakan keimigrasian. 

 

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 10 

(1) Pengawas Ketenagakerjaan berwenang:  

a. memasuki Perusahaan atau Tempat Kerja atau 

tempat-tempat yang diduga dilakukannya 

pekerjaan; dan 

b. melakukan pemanggilan kepada Pengusaha 

atau pihak lain untuk mendapatkan keterangan 
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yang diduga melakukan pelanggaran norma 

ketenagakerjaan. 

(2) Pengawas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat meminta bantuan Kepolisian Republik 

Indonesia. 

 

3. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28 disisipkan 1 

(satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 28 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 28 

(1) Dalam melakukan Pemeriksaan, apabila ditemukan 

adanya kekurangan pemenuhan hak Pekerja/Buruh, 

Pengawas Ketenagakerjaan wajib melakukan 

perhitungan dan penetapan.  

(1a) Kekurangan pemenuhan hak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. kekurangan pembayaran upah minimum; 

b. kekurangan pembayaran upah lembur; dan 

c. perhitungan besarnya manfaat jaminan 

kecelakaan kerja jika terdapat perbedaan 

pendapat para pihak atau pekerja belum 

terdaftar sebagai peserta program jaminan 

sosial ketenagakerjaan. 

(2) Perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan oleh 

Pengawas Ketenagakerjaan pada unit kerja 

Pengawasan Ketenagakerjaan daerah. 

(3) Dalam hal para pihak tidak dapat menerima 

perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dapat meminta penghitungan dan 

penetapan ulang kepada Menteri atau pejabat yang 

ditunjuk. 

(4) Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri atau 

pejabat yang ditunjuk merupakan putusan final dan 

wajib dilaksanakan. 
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(5) Perhitungan dan penetapan oleh Pengawas 

Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) menggunakan Format 4 sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(6) Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan 

Format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

 

4. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 30 

(1) Dari laporan hasil pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 27, jika terdapat temuan 

dugaan pelanggaran, Pengawas Ketenagakerjaan 

wajib membuat Nota Pemeriksaan. 

(2) Nota Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri atas:  

a. Nota Pemeriksaan I; dan 

b. Nota Pemeriksaan II. 

(3) Nota Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditandatangani oleh Pengawas Ketenagakerjaan 

yang melakukan Pemeriksaan dan diketahui oleh 

Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan. 

(4) Nota Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) memuat: 

a. tanggal pemeriksaan; 

b. temuan pemeriksaan; 

c. ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur; 

d. perintah untuk memperbaiki ketidakpatuhan; 

e. jangka waktu pelaksanaan Nota Pemeriksaan; 

f. tempat dan tanggal pembuatan Nota 

Pemeriksaan; dan 
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g. tanda tangan Pengawas Ketenagakerjaan yang 

melakukan Pemeriksaan dan diketahui oleh 

Pimpinan Unit Kerja Pengawasan 

Ketenagakerjaan. 

(5) Jangka waktu pelaksanaan Nota Pemeriksaan I 

diberikan batas waktu yang patut dan wajar paling 

lama 30 (tiga puluh) hari sejak Nota Pemeriksaan I 

diterima. 

(6) Nota Pemeriksaan I dibuat dalam jangka waktu 

paling lama 3 (tiga) hari sejak Pemeriksaan selesai 

dilakukan.  

(7) Nota Pemeriksaan I sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menggunakan Format 6 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

5. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal 

yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 30A 

(1) Nota Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 30 ayat (1) disampaikan kepada 

Pengusaha/Pengurus dan dilakukan pemantauan 

oleh Pengawas Ketenagakerjaan.   

(2) Pemantauan Nota Pemeriksaan dilakukan untuk 

memastikan Pengusaha/Pengurus telah 

melaksanakan kewajiban sebagaimana yang 

tertuang dalam Nota Pemeriksaan. 

 

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah sehingga Pasal 38 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 38 

(1) Pengujian norma kerja sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 37 ayat (2), meliputi: 

a. Pengujian pertama; 

b. Pengujian berkala; 
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c. Pengujian khusus; dan/atau 

d. Pengujian ulang. 

(2) Pengujian norma kerja sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan 

Spesialis norma kerja dan/atau Pengawas 

Ketenagakerjaan sesuai jenjang jabatannya. 

(3) Hasil Pengujian norma kerja sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam 

pemenuhan hak Pekerja/Buruh. 

(4) Pengujian norma kerja dilakukan melalui tahapan: 

a. Pemeriksaan dokumen; 

b. Pemeriksaan visual; 

c. permintaan pertimbangan medis dan/atau 

rekomendasi dokter penasehat dalam hal 

khusus kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja 

dan penentuan cacat total tetap; 

d. perhitungan dan analisa; dan 

e. pembuatan laporan hasil pengujian. 

(5) Berdasarkan hasil Pengujian, Pengawas 

Ketenagakerjaan dapat menerbitkan rekomendasi, 

penetapan dan/atau perintah pemenuhan hak-hak 

Pekerja/Buruh. 

 

7. Ketentuan ayat (5) Pasal 45 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 45 

(1) Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis wajib 

menuangkan hasil Pengujian norma K3 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) 

dalam Surat Keterangan. 

(2) Dalam hal hasil Pengujian norma K3 yang telah 

dituangkan dalam Surat Keterangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menyatakan tidak layak dan 

membahayakan K3, Pengawas Ketenagakerjaan 

Spesialis sesuai penunjukannya melarang atau 

menghentikan proses pekerjaan yang terkait. 
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(3) Pelarangan atau penghentian proses pekerjaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 

dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani 

oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis yang 

melakukan Pengujian dan Pengusaha atau 

Pengurus. 

(4) Proses pekerjaan dapat dilakukan kembali atas 

rekomendasi Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis 

setelah persyaratan K3 dipenuhi. 

(5) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) menggunakan Format 9a atau Format 9b dan 

berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

menggunakan Format 9c sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

8. Judul Bab VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

9. Di antara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 1(satu) pasal 

yakni Pasal 56A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 56A 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.03/MEN/1984 tentang 

Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu, dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal II 

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, berita 

acara pelarangan atau penghentian proses pekerjaan 

yang ditandatangani oleh Pengawas Ketenagakerjaan 

Spesialis yang melakukan Pengujian dan Pengusaha atau 

Pengurus sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku 
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dinyatakan tetap berlaku dan selanjutnya menyesuaikan 

dengan format yang diatur dalam Peraturan Menteri ini. 

2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

              

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 10 Januari 2020 

 

MENTERI KETENAGAKERJAAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

IDA FAUZIYAH 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 10 Januari 2020 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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